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“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk 
Allah, Tuhan semesta alam”. 
(QS. Al-An’aam: 162) 
 
“Tanda akal seseorang itu adalah pekerjaannya, dan tanda ilmu seseorang itu adalah 
perkataannya”. 




“ Allah, I wanna thank you for all the things that you've done, You've done for me through all 
my years I've been lost, You guided me from all the ways that were wrong 
And did you give me hope”. 
(Maher Zain: Thank You Allah) 
 
“My love just for Allah and Rosul-NYA, cintailah dunia dengan sewajarnya saja karena 

































































Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk: 
1. Allah SWT  yang telah banyak 
memberikan rahmat dan nikmat-NYA 
pada penulis. 
2. Bapak dan Ibu  tersayang. 
3. Kakak dan adik  tercinta. 
4. Teman-teman dari kecil hingga 
sekarang. 
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yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya, sehingga 
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     Penyusunan tugas akhir dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan 
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Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah 
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4. Bapak Sri Suranta, S.E., M.Si, Ak, Bkp selaku pembimbing tugas akhir 
yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis dalam 
penyusunan tugas akhir ini. 
5. Bapak maupun Ibu Dosen, yang telah memberikan ilmu selama masa 
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8. Bapak Widodo, Mas Irsyad, dan Mbak Imah yang telah banyak memberikan 
ilmu dan bimbingan selama magang di PD. BKK Mojosongo Boyolali. 
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bersama dalam mensyiarkan dakwah Islam. Afwan jiddan jika selama ini 
masih banyak kekurangan, salah dan khilaf. Semoga dakwah ini tetap terus 
berjalan. Amin. 
13. Teman-teman, adik-adik atau penulis lebih suka memanggil kalian dengan 
antum wa antumna yang penulis sayang karena Alloh Subbhanahu wa 
Taalla yang berada di Keluarga Mahasiswa Muslim (KMM). Sungguh 
kenangan di KMM sangat bermakna. Semoga kalian semua tetap 
istiqomah di jalan Allah, serta tak pernah lelah dalam mengusung dakwah 
Islam. 
14. Specialy for A’ Juni, A’ Freea, A’ Agung, U’ Novita dan U’ Wida semoga 
Cutis Brother bisa mewadahi kebersamaan kita pasca kepengurusan di 
KMM. Tetap jalin kebersamaan dan kekompakan selalu. 
15. Teman sebimbingan Dwi Rochmadi yang selalu sharing masalah penulisan 
tugas akhir. 
16. Teman-teman akuntansi 2008 terimakasih atas berbagai perjuangan dan 
kebersamaanya selama ini. 
17. My Acer Aspire 4935, yang selalu setia menemani penulis hingga 
sekarang, sampai-sampai baterai minta diganti. Maaf ya belum bisa 
mengganti baterainya. 
18. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini yang 
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Penulis menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam 
menyelesaikan dan menyusun tugas akhir ini, akan tetapi tugas akhir ini masih 
jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi sempurnanya tugas akhir ini. Akhirnya penulis berharap 
semoga insya Alloh tugas akhir ini bermanfaat bagi akademi, perusahaan serta 
para pembaca yang budiman. 
Wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh. 
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EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT 
PADA PD. BKK MOJOSONGO BOYOLALI 
 





     PD. BKK Mojosongo Boyolali merupakan lembaga keuangan mikro dengan 
kegiatan operasional utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
tabungan dan deposito, kemudian menyalurkan kembali pada masyarakat dalam 
bentuk kredit. Proses pemberian kredit membutuhkan suatu sistem pengendalian 
intern yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem 
pengendalian intern pemberian kredit yang diterapkan PD. BKK Mojosongo 
Boyolali telah memadai dan mengetahui kelebihan dan kelemahan dari sistem 
pengendalian intern pemberian kredit tersebut. 
     Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara dan 
observasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang 
diperoleh langsung dari pihak pertama atau perusahaan. 
     Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, penulis menemukan 
kelebihan dan kelemahan  dalam sistem  pengendalian intern pemberian kredit 
pada PD. BKK Mojosongo Boyolali. Kelebihannya antara lain sudah terdapat 
pemisahan fungsi yang tegas, dokumen bernomor urut tercetak dan pemanfaatan 
tembusan, pencatatan dan otorisasi setiap transaksi oleh beberapa bagian, 
pemeriksaan mendadak, serta cuti wajib bagi karyawan. Sedangkan kelemahannya 
yaitu adanya perangkapan fungsi kredit dan analis kredit, adanya dokumen yang 
belum bernomor urut tercetak, surat perjanjian kredit hanya dibuat satu lembar, 
sikap kurang teliti dalam menganalisis kredit, serta masih adanya karyawan 
dengan latar pendidikan belum sesuai. 
     Dari temuan tersebut maka dapat disimpulkan sistem pengendalian intern 
pemberian kredit pada PD. BKK Mojosongo Boyolali sudah baikz. Hal ini dapat 
dilihat dari kelebihan yang ada. Sedangkan rekomendasi yang diberikan antara 
lain pemisahan fungsi analisis kredit dan pelayanan kredit, penggunaan dokumen 
bernomor urut tercetak, surat perjanjian kredit dibuat rangkap, dan lebih teliti 
dalam melakukan analisis kredit pegawai, serta pemberian tanggung jawab 
karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikannya agar sistem pengendalian 
intern dapat lebih efisien lagi. 
 

























































A. Gambaran Umum Perusahaan 
1. Sejarah Berdirinya Perusahaan 
     Semula BKK (Badan Kredit Kecamatan) didirikan berdasarkan Surat 
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor: 
Dsa.G.228/1969 4 September 1969 dan Nomor: Dsa.G.313/1970 tanggal 19 
November 1970 didirikan secara bertahap sebanyak 510 unit BKK di setiap 
kecamatan di seluruh Jawa Tengah, dengan  modal sebesar Rp 1.000.000,- 
berasal dari pinjaman yang bersumber dari APBD Tingkat I Jawa Tengah. 
Pada waktu itu berlaku Undang-Undang No.14 tahun 1967 tentang Pokok-
Pokok Perbankan dan Undang-Undang No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 
Daerah, sehingga status BKK bukan merupakan badan hukum.  
     Untuk dapat berstatus sebagai badan hukum, maka Pemerintah Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menetapkan Peraturan Daerah No.11 
Tahun 1981, namun dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang No.14 
Tahun 1967 sampai pada era Pakto 1988 telah ditetapkan Keputusan Presiden 
No.38 Tahun 1988 bahwa Bank Desa, Lembaga Desa, Bank Pasar, Bank 
Pegawai berdasarkan pada Undang-Undang No.14 tahun 1967 adalah Bank 
Perkreditan Rakyat, sementara itu dalam Keputusan Menteri Keuangan 


















































dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, dan tabungan, 
dengan demikian tidak ada perbedaan antara Bank Umum dan Bank 
Perkreditan Rakyat. 
     Ketentuan tersebut mengakibatkan perubahan kegiatan usaha, namun tidak 
diikuti dengan perubahan bentuk hukum, disamping itu salah satu syarat yang 
harus dipenuhi sebagaimana ditetapkan oleh TAP MPRS No. 
XX/MPRS/1966, berupa Peraturan Pemerintah belum dipenuhi, dengan 
berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yang mewajibkan bagi BKK 
untuk melakukan perubahan bentuk hukum menjadi BPR, dan Peraturan 
Pemerintah No.71 Tahun 1992 dalam bab V menggunakan istilah 
“pengukuhan menjadi Bank Perkreditan Rakyat”, mengandung arti bahwa 
bagi Lembaga Keuangan Pedesaan pada umumnya dan BKK pada khususnya 
yang telah ada sebelum berlakunya UU.No.7 Tahun 1992, dapat melakukan 
perubahan bentuk hukum, berupa salah satu dari Perusahaan Daerah, 
Koperasi, dan Perseroan Terbatas.  
     Untuk melaksanakan perubahan bentuk hukum tersebut Pemerintah Daerah 
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan BKK sebagai 
perusahaan daerah yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Walaupun BKK tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana 
ditetapkan dalam keputusan  bersama antara Dirjen Lembaga Keuangan, 
Departemen Keuangan, Dirjen PUOD, Departemen Dalam Negeri, dan 
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unit BKK tidak semuanya memenuhi syarat untuk menjadi BPR. 
Kelemahannya adalah dari segi modal dan kualifikasi direksi. 
 
2. Lokasi Perusahaan 
     PD. BKK Mojosongo berlokasi di kompleks perkantoran Kecamatan 
Mojosongo Boyolali. Perusahaan memilih lokasi di kompleks perkantoran 
Kecamatan Mojosongo dengan tujuan untuk mempermudah akses 
masyarakat ke perusahaan. Selain itu, juga untuk mempermudah dalam 
mencari syarat untuk permohonan kredit seperti kartu tanda penduduk atau 
kartu keluarga misalnya. 
 
3. Tujuan dan Fungsi Perusahaan 
a. Tujuan  
     Tujuan PD. BKK Mojosongo Boyolali adalah: 
1) Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian di segala 
bidang dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PDAS) 
dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
2) Menciptakan pemerataan dalam kesempatan berusaha segolongan 
ekonomi lemah di pedesaan dan menciptakan lapangan kerja secara 
langsung. 


















































     PD. BKK Mojosongo Boyolali mengemban beberapa fungsi sesuai 
dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan antara 
lain: 
1) Mendekatkan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, 
murah, dan mengarah pada masyarakat pedesaan. 
2) Menunjang kelancaran penyediaan sarana permodalan untuk 
kegiatan produktif. 
3) Meningkatkan taraf hidup masyarakat. 
4) Mendidik masyarakat desa untuk menabung. 
5) Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan 
pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu 
sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf 
hidup masyarakat melalui pemberian pinjaman kredit di bidang 
usahanya. 
 
4. Struktur Organisasi PD. BKK Mojosongo Boyolali 
     PD. BKK Mojosongo Boyolali menganut struktur organisasi 
fungsional. Organisasi Fungsional adalah organisasi yang disusun  
berdasarkan sifat dan jenis fungsi yang harus dilaksanakan. Bentuk 
organisasi ini sangat cocok digunakan pada badan-badan yang secara tegas 
memberi pekerjaan atas fungsi-fungsi. Struktur organisasi PD. BKK 
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5. Deskripsi Jabatan 
     Pembagian tugas dan fungsi di PD. BKK Mojosongo Boyolali dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
a. Dewan Pengawas 
     Dewan Pengawas terdiri dari dua orang. Satu orang dari kabupaten 
dan satu orang dari Semarang (pusat). Secara umum Dewan Pengawas 
mempunyai tugas dan fungsi berikut: 
1) Melaksanakan pengawasan secara internal, dilakukan secara 
periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan atau sewaktu-
waktu bila dipandang perlu. 
2) Melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan terhadap PD. BKK, 
menyusun tata cara pengawasan, dan pengelolaan PD. BKK. 
3) Pengawasan atas pengurusan PD. BKK. 
4) Menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan PD. BKK. 
5) Pembinaan dan pengembangan PD. BKK. 
b. Direktur  
     Direktur sebagai pimpinan puncak mempunyai tugas dan fungsi 
berikut: 
1) Menyusun perencanaan. 
2) Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap Sie dan Staf 
berdasarkan atas azas keseimbangan dan keserasian. 
3) Melaksanakan manajemen PD. BKK berdasarkan kebijaksanaan 
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4) Penyusunan dan penyampaian RKAP (Rencana Kerja dan 
Anggaran Pendapatan) dan perubahannya kepada Bupati melalui 
dewan pengawas untuk mendapatkan pengesahan. 
5) Pelaksanaan RKAP dan perubahannya. 
6) Penyusunan dan penyampaian laporan bulanan, laporan keuangan 
tahunan kepada Kantor Bank Indonesia setempat dan tindasnya 
disampaikan kepada Badan Pembina Propinsi dan Pembina 
Kabupaten. 
c. Kepala Bidang Pelayanan 
     Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas dan fungsi sebagai 
berikut: 
1) Meneliti kebenaran laporan kas harian. 
2) Pengecekan pengeluaran dan pengambilan uang antar bank. 
3) Memegang kunci brankas. 
4) Mengevaluasi laporan keuangan. 
5) Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan 
tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya. 
d. Kepala Bidang Pemasaran 
     Kepala Bidang Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi sebagai 
berikut: 
1) Melakukan penyusunan rencana kerja termasuk rencana 
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2) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan melayani jasa 
perbankan. 
3) Melakukan kegiatan administrasi, pembukuan keuangan, dan 
perlengkapan. 
4) Mengotorisasi permohonan kredit dan pemotongan gaji. 
e. Bagian Kasir 
     Bagian Kasir mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Menjaga stabilitas likuiditas Kas. 
2) Menerima dan mengeluarkan uang tunai. 
3) Menyusun dan menghitung sisa uang dalam brangkas. 
4) Menyimpan sisa uang dalam brangkas dengan aman dan tertib. 
5) Mencatat transaksi kas masuk dan keluar. 
f. Bagian Kredit 
     Bagian Kredit mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Melayani permohonan kredit dari calon debitur. 
2) Melakukan survei ke tempat usaha calon debitur dan mengadakan 
analisis kredit. 
3) Melakukan penagihan kredit pada debitur. 
4) Mengontrol dan mengecek kredit yang akan disalurkan, baik saat 
sebelum, saat akan, dan sesudah kredit disalurkan. 
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g. Bagian Dana 
     Bagian Dana mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 
1) Memasarkan produk tabungan dan deposito kepada masyarakat, 
menata dan membukukan administrasi dengan baik dan teratur. 
2) Membuat laporan secara tertulis mengenai pekerjaannya kepada 
Kepala Bagian Pemasaran dan Direktur. 
3) Membuat hubungan baik dengan para penabung dan deposan 
dengan cara jujur, intensif, dan terencana. 
4) Mengkoordinir kelancaran pengerahan dana melalui tabungan dan 
deposito. 
5) Bertanggung jawab pada Kepala Bagian Pemasaran. 
h. Bagian Pembukuan  
     Bagian Akuntansi dan Pembukuan Elektronik mempunyai tugas 
dan fungsi sebagai berikut: 
1) Mengelola kegiatan akuntansi dan Pembukuan. 
2) Menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulanan dan 
tahunan. 
3) Menyusun neraca harian, bulan, dan tahunan. 
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6. Produk Layanan 
     Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PD. BKK Mojosongo 
memberikan dua produk pelayanan utama  kepada konsumen yaitu: 
a. Tabungan 
     Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang 
penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang 
telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, 
bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Produk tabungan pada 
PD. BKK Mojosongo Boyolali dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 
1) Tabungan Wajib 
     Tabungan wajib merupakan simpanan wajib yang harus disetor 
oleh debitur sebesar 5% dari plafond kredit yang dibayarkan 
bersamaan dengan saat realisasi kredit atau angsuran kredit. 
Awalnya tabungan wajib digunakan untuk memperingan angsuran 
ketiga dengan sistem potong tabungan, namun kebijakan tersebut 
mulai tahun 2011 dihapus dan tabungan wajib akan tetap utuh 
sampai angsuran kredit selesai. 
2) TAMADES seri A 
     Tamades atau Tabungan Masyarakat Desa merupakan bentuk 
simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu seperti tabungan pada 
umumnya. Dalam upaya menggalang tabungan sukarela agar 
masyarakat tertarik untuk menabung, maka setiap penabung yang 
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dalam undian tabungan berhadiah yang diselenggarakan pada 
setiap satu tahun sekali  untuk  wilayah khusus Boyolali. Di 
samping itu, juga diberikan pelayanan jemput bola bagi penabung 
serta hadiah menarik lainnya untuk penabung-penabung dengan 
kriteria tertentu. 
3) TAMADES Seri B atau Deposito 
     Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketiga 
yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut 
perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. 
Setoran minimal yang ditetapkan adalah sebesar Rp 1.000.000,00. 
Untuk produk Deposito disediakan dalam jangka waktu mulai 1 
bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dengan suku bunga menarik 
yang disesuaikan dengan suku bunga pasar. Di samping 
diikutsertakan dalam undian tabungan berhadiah, juga Sertifikat 
Deposito PD. BPR BKK Boyolali Kota dapat digunakan sebagai 
agunan/jaminan kredit. 
b. Kredit 
     Produk kredit yang merupakan produk utama PD. BKK Mojosongo 
Boyolali dibedakan menjadi tiga  macam yaitu: 
1) Kredit Umum 
     Kredit umum adalah pinjaman yang disalurkan kepada 
masyarakat umum yang mempunyai kegiatan usaha produktif  
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kerajinan, kios-kios, serta home industri. Bunga untuk kredit 
umum adalah sebesar 2% per bulan atau 24% per tahun. 
2) Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap 
     Merupakan kredit atau pinjaman dengan sistem kolektif melalui 
kerjasama dengan dinas dan instansi bahwa debitur dapat 
mengajukan kredit di PD. BKK Mojosongo Boyolali dengan 
rekomendasi kepala dinas dan bendaharawan gaji dengan sistem 
angsuran melalui potong gaji dan angsuran kolektif. Sedangkan 
jangka waktu yang disediakan  adalah 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 
24 bulan, 36 bulan, 48 bulan  dan 60 bulan. Bunga untuk kredit 
pegawai berpenghasilan tetap sebesar 18%. Dari ikatan kerjasama 
yang demikian PD. BKK Mojosongo Boyolali memberikan fee 
kepada pelaksana pemotong angsuran yang tata cara dan besarnya 
tertuang dalam ikatan kerjasama tersebut. 
3) Pos Khusus 
     Merupakan kredit khusus untuk pegawai PD. BPR BKK 
Boyolali Kota. Jangka waktu yang disediakan sama dengan kredit 
untuk pegawai berpenghasilan tetap, begitu juga dengan sistem 
angsurannya yaitu dengan sistem potong gaji. Hanya suku 
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c. Kebijakan Pemberian Kredit  
     PD. BKK Mojosongo Boyolali mempunyai beberapa kebijakan 
yang berkaitan dengan kredit antara lain: 
1) Untuk kredit umum dikenakan bunga sebesar 24% per tahun, 
provisi 1%, administrasi 1%,  dan tabungan wajib 5% . 
2) Untuk kredit pegawai berpenghasilan tetap dikenakan bunga 18% 
per tahun, administrasi 1% dan tabungan wajib 5%. 
3) Untuk kredit Pos Khusus hanya dikenakan Bunga 6% per tahun 
tanpa biaya provisi, administrasi dan tabungan wajib. 
4) Semua biaya pada awalnya dibayar pada setiap angsuran bulanan, 
tetapi mulai Januari 2011 semua biaya dipotong pada saat 
penyerahan kredit (dibayar di muka). 
5) Semua debitur diikutkan dalam asuransi yang besarnya disesuaikan 
dengan daftar usia (daftar perhitungan khusus) yang bertujuan 
untuk menghindari tidak terbayarnya pinjaman jika debitur 
meninggal dunia. 
d. Prosedur Pengajuan Kredit 
     Untuk mendapat kredit dari PD. BKK Mojosongo Boyolali ada 
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur yaitu: 
1) Surat keterangan dari kepala desa atau rekomendasi dari kepala 
instansi yang bersangkutan yang menerangkan bahwa: 
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b) Debitur betul-betul warga desa tersebut atau dalam wilayah 
kecamatan yang bersangkutan atau benar-benar merupakan 
karyawan yang bekerja di instansi tersebut. 
c) Nasabah dipandang mampu untuk mengembalikan pinjaman. 
d) Debitur mengajukan pinjaman kepada BKK yang dibuktikan 
dengan cara mengisi blangko permohonan pinjaman. 
e) Debitur melampirkan foto kopi identitas yang masih berlaku, kartu 
keluarga, serta jaminan seperti: bukti penghasilan terakhir, BPKB 
atau Sertifikat Tanah. 
e. Penyelesaian Kredit Bermasalah: 
    Untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank maka salah satu cara 
adalah dengan memperbaiki NPL (Non Performing Loan), untuk itu 
langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut: 
1) Menekan kredit macet dengan cara melakukan penagihan secara 
rutin dan monitoring terhadap kredit yang berpotensi macet. 
2) Mempertajam analisa kredit sebagai langkah antisipasi awal 
terjadinya kredit bermasalah. 
3) Penghapusan kredit macet dengan cara memperkuat pembentukan 
PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). 
4) Penagihan kredit kurang lancar, diragukan, dan macet dengan 
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B. Latar Belakang Masalah 
      Pada masa perkembangan ekonomi yang sangat pesat seperti sekarang, 
banyak bermunculan lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah. 
Peran lembaga keuangan atau perusahaan jasa keuangan menjadi sangat 
penting terutama dalam menyediakan jasa keuangan.  
     Badan Kredit Kecamatan (BKK) merupakan salah satu lembaga keuangan 
mikro konvensional yang masih eksis hingga sekarang. Kegiatan utama BKK 
adalah memberikan kredit dan jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran 
uang. Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan: 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 
dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau 
pembagian hasil keuntungan. 
     Peran BKK tidak pernah lepas dari kredit. BKK harus berhati-hati dalam 
mengelola kredit. Besar kecilnya kredit yang disalurkan akan turut 
menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Sebaliknya jika dana yang 
tersimpan banyak dan tidak mampu menyalurkan kredit, maka BKK akan 
menderita kerugian. Pengelolaan kredit harus dilakukan dengan teliti dan 
hati-hati  mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, 
prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit hingga penagihan kredit. 
     Penyaluran kredit kepada nasabah mengandung risiko yang sangat besar. 
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kepada nasabah karena tidak semua nasabah mampu mengembalikan kredit 
dengan baik dan tepat waktu. Tentu saja hal ini akan berdampak terhadap 
likuiditas dari Badan Kredit Kecamatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
sistem informasi akuntansi yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan 
manajemen. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat 
berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk 
mencapai tujuan tertentu (Mulyadi, 2008:2). 
     Penerapan sistem akuntansi yang handal dan memadai sangat penting bagi 
perusahaan. Sistem akuntansi tersebut biasanya diterapkan terhadap aset 
ataupun modal terbesar perusahaan. Wajar jika suatu perusahaan yang 
bergerak di bidang jasa keuangan memberlakukan suatu sistem akuntansi 
terhadap pemberian kredit karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap  
kegiatan operasi utama perusahaan. 
     Seperti juga yang terjadi pada PD. BKK Mojosongo, terdapat 
permasalahan dalam kredit atau yang sering disebut dengan kredit bermasalah 
(Non Performing Loan). Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor 
ekstern dan juga intern perusahaan. Faktor ekstern biasanya berasal dari 
debitur seperti kegagalan usaha karena kelesuan pasar atau kejadian luar biasa 
yang tidak diperkirakan sebelumnya seperti tempat usaha debitur terkena 
bencana atau mengalami kebakaran.  
     Faktor intern berasal dari perusahaan sendiri seperti sikap kurang hati-hati 
dalam melakukan analisis kredit, kesalahan dalam penaksiran jaminan dan 
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akhirnya menyebabkan kredit yang diberikan PD. BKK Mojosongo Boyolali 
pada debitur mengalami masalah mulai dari keterlambatan dalam proses 
pembayaran angsuran kredit hingga kredit tidak dapat dilunasi atau 
mengalami kredit macet. 
     Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyusun tugas 
akhir dengan judul: “EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN 
PERMBERIAN KREDIT PADA PD. BKK MOJOSONGO 
BOYOLALI.”  
 
C. PERUMUSAN MASALAH 
     Badan Kredit Kecamatan merupakan perusahaan daerah dengan kegiatan 
utamanya menyalurkan kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit 
mengandung risiko kegagalan kredit yang sangat besar. Untuk meminimalkan 
terjadinya kegagalan kredit maka di perlukan suatu sistem pemberian kredit 
yang memadai. Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini penulis merumuskan 
masalah yaitu apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit di PD. 
BKK Mojosongo Boyolali sudah baik? 
 
D. TUJUAN PENELITIAN 
     Tujuan atas penelitian yang dilakukan adalah menemukan pemecahan atas 
permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu: 
1. Mengevaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pemberian kredit yang 
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2. Mengevaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit di PD. BKK 
Mojosongo Boyolali. 
3. Mengetahui kelebihan dan kelemahan Sistem Akuntansi pemberian kredit 
pada PD. BKK Mojosongo Boyolali. 
 
E. MANFAAT PENELITIAN 
1. Bagi Peneliti  
     Hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai 
bahan perbandingan, untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 
berkaitan dengan sistem akuntansi pemberian kredit pada perusahaan 
lainnya. 
2. Bagi Perusahaan  
     Dapat memberikan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan untuk 
memperbaiki sistem akuntansi pemberian kredit yang telah ada agar ke 
depannya bisa berjalan lebih baik lagi. 
3. Bagi Pembaca 
     Dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
sistem akuntansi pemberian kredit, serta dapat digunakan sebagai bahan 


























































A. Tinjuan Pustaka 
1. Pengertian Sistem dan Prosedur 
     Sistem merupakan sekelompok unsur yang  erat  berhubungan satu 
dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai 
tujuan tertentu (Mulyadi, 2001:2). Berdasarkan pengertian tersebut 
dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai 
berikut: 
a. Setiap Sistem terdiri dari Unsur-unsur. Unsur-unsur suatu sistem 
terdiri dari subsistem yang lebih kecil, yang terdiri pula dari 
kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut. 
b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang 
bersangkutan. Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu dengan 
lainnya dan sifat serta kerja sama antara unsur sistem tersebut 
mempunyai bentuk terpadu. 
c. Unsur sistem  tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem. 
Setiap sistem mempunyai tujuan tertentu, sehingga unsur-unsur 
dari sistem tersebut akan bekerjasama guna mencapai tujuan. 


















































Menurut Mulyadi (2001:5) definisi  prosedur adalah suatu  urutan 
kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu 
departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan  
secara seragam  transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. 
Dari  definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu sistem 
terdiri dari jaringan prosedur, sedangkan prosedur  merupakan urutan 
kegiatan klerikal. 
Cole/Neuschel (dalam Baridwan, 1985:3) mendefinisikan sistem 
sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang berhubungan 
yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh 
(terintegrasikan) untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi 
utama dari perusahaan. 
 
2. Pengertian Sistem Akuntansi 
    Sistem informasi Akuntansi adalah suatu set sumber daya manusia 
dan modal dalam suatu organisasi, yang bertugas untuk menyiapkan 
informasi keuangan dan juga informasi yang diperoleh dari kegiatan 
pengumpulan dan pengolahan data transaksi (Barry E. Cushing dalam 
Baridwan, 1985:3). Sedangkan menurut Mulyadi (2001:3) Sistem 
Akuntansi  merupakan organisasi  formulir, catatan, dan laporan yang 
dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan  informasi keuangan 
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perusahaan. Masing-masing unsur dari sistem akuntansi dapat 
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut: 
a. Formulir 
     Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 
terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah 
dokumen, karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi  dalam 
organisasi direkam (didokumentasikan) di atas secarik kertas. 
b. Jurnal 
     Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan 
untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan 
dan data lainnya. Sumber informasi pencatatan dalam jurnal adalah 
formulir. Dalam jurnal ini  data  keuangan  untuk pertama kalinya 
diklasifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan 
informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. 
c. Buku Besar 
     Buku besar (general ledger) terdiri dari rekening-rekening yang 
digunakan untuk meringkas data keuangan  yang telah dicatat 
sebelumnya dalam jurnal. 
d. Buku Pembantu 
     Buku pembantu (subsidiary ledger) terdiri dari rekening-
rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum 


















































     Laporan berisi informasi yang merupakan  keluaran sistem 
akuntansi. Laporan  dapat berbentuk hasil cetak komputer dan 
tayangan pada layar monitor komputer. 
 
3. Konsep Sistem Pengendalian Intern 
     Pengertian sistem pengendalian intern meliputi struktur  organisasi, 
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga  
kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya  kebijakan 
manajemen (Mulyadi, 2001:163). Dengan demikian, pengertian 
pengendalian intern tersebut di atas  berlaku baik dalam perusahaan 
yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin 
pembukuan, maupun dengan komputer. Dari definisi tersebut sistem 
pengendalian intern  bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, 
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 
efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 
     Menurut tujuannya, sistem pengendalian intern dapat dibagi 
menjadi dua yaitu: 
a. Pengendalian intern akuntansi (internal accounting control).  
     Pengendalian intern akuntansi, yang merupakan bagian dari 
sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode, 
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kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data 
akuntansi. 
b. Pengendalian intern administratif 
     Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, 
metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan  terutama untuk 
mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen. 
     Menurut Mulyadi (2001:164), unsur pokok sistem pengendalian 
intern adalah: 
a. Struktur Organisasi yang Memisahkan Tanggung Jawab 
Fungsional secara Tegas. 
     Struktur organisasi merupakan rerangka (framework) pembagian 
tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang 
dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. 
Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini 
didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 
1) Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari 
fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki 
wewenang untuk melaksanakan suatu kegiatan. Setiap kegiatan 
dalam perusahaan memerlukan otorisasi dari manajer fungsi 
yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan 
tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki 
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akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk 
mencatat peristiwa keuangan perusahaan. 
2) Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk 
melaksanakan semua tahap suatu transaksi. 
b. Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan yang Memberikan 
Perlindungan yang Cukup Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan, 
dan Biaya.  
     Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar 
otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui 
terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi 
harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk 
otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan 
media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang 
untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi dalam 
organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi 
sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi. Di lain 
pihak, formulir merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar 
untuk pencatatan transaksi dalam catatan akuntansi. Prosedur 
pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam dalam 
formulir dicatat dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian 
dan keandalannya (reliability) yang tinggi. Dengan demikian, 
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pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi masukan 
yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.  
c. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi setiap 
Unit Organisasi. 
     Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang 
dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan 
terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk 
menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Cara yang 
dapat ditempuh untuk menciptakan praktik yang sehat antara lain: 
1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakiannya 
dapat dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 
2) Pemeriksaan mendadak (surprised audit). Pemeriksaan 
mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan lebih dahulu 
kepada pihak yang akan diperiksa dengan jadwal yang tidak 
teratur. 
3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir 
oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa adanya campur 
tangan orang atau unit organisasi yang lain. 
4) Perputaran jabatan (job rotation). Perputaran jabatan yang rutin 
dapat menjaga independensi pejabat yang bersangkutan dalam 
melaksanakan tugasnya, selain juga untuk menghindari 
persekongkolan diantara mereka dapat dihindari. 
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6) Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan 
catatannya. 
7) Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek 
efektivitas unsur-unsur sistem pengendalian intern yang lain. 
d. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. 
     Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian 
intern yang paling penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam 
bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan 
tugasnya dengan efektif dan efisien, meskipun hanya sedikit unsur 
sistem pengendalian intern yang mendukungnya. Untuk 
mendapatkan karyawan yang berkompeten dan dapat dipercaya, 
berbagai cara berikut ini dapat ditempuh: 
1) Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut 
oleh pekerjaannya. Manajemen perlu melakukan analisis jabatan 
yang ada dalam perusahaan dan menentukan syarat-syarat yang 
dipenuhi oleh calon karyawan yang akan menduduki jabatan 
tersebut. Program yang baik dalam seleksi calon karyawan akan 
menjamin diperolehnya karyawan yang memiliki kompetensi 
seperti yang dituntut oleh jabatan yang akan didudukinya. 
2) Pengembangan pendidikan karyawan selama menjadi karyawan 
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4. Pengertian Kredit 
     Kata “Kredit” berasal dari bahasa Yunani “Credere” yang berarti 
”Kepercayaan” atau dalam bahasa latin “ Creditum” yang berarti 
kepercayaan akan kebenaran. Menurut Teguh Puljo Muljono (1993:10) 
Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian 
atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran yang 
akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang telah 
disepakati. Menurut UU Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967 
Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank 
dengan lain pihak dalam hal pihak peminjam berkewajiban melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang 
telah ditentukan. 
     Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 
mengenai kredit yaitu: 
a. Ada suatu penyerahan uang atau tagihan atau dapat juga barang 
yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain, dengan 
tujuan pemberi pinjaman memperoleh tambahan nilai pokok dari 
pinjaman tersebut atau yang sering disebut bunga yang akan 
menjadi pendapatan bagi pemberi pinjaman. 
b. Pemberian kredit didasari atas suatu perjanjian yang saling 
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c. Dalam pemberian kredit tersebut mengandung kesepakatan 
pelunasan utang dan bunga yang akan diselesaikan dalam jangka 
waktu tertentu yang telah disepakati bersama. 
 
5. Fungsi Kredit 
     Menurut Untung (2000:4) kredit dalam  kehidupan perekonomian 
sekarang dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan daya guna uang. 
b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. 
c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang. 
d.  Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi 
e. Meningkatkan kegairahan berusaha. 
f.  Meningkatkan pemerataan pendapatan. 
g.  Meningkatkan hubungan internasional. 
 
6. Prinsip-Prinsip Perkreditan 
     Dalam proses pemberian kredit yang sehat, biasanya dikenal prinsip 
5C atau ada juga yang mengenalnya dengan 6C. Prinsip-prinsip 
tersebut sebagai berikut: 
a. Character 
     Dasar dari pemberian kredit adalah rasa kepercayaan, jadi yang 
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bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat 
pribadi yang positif dan kooperatif dan juga mempunyai rasa 
tanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagi manusia, 
kehidupan sebagi anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan 
kegiatan usahanya.  
b. Capacity 
     Capacity merupakan suatu penilaian kepada calon debitur 
mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajiban dari kegiatan 
usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari 
bank. Jadi dapat dikatakan capacity  bertujuan untuk menilai 
kemampuan debitur untuk melunasi pinjaman yang diberikan dari 
hasil usaha yang diperolehnya tersebut sesuai perjanjian yang telah 
disepakati. 
c. Capital 
     Merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon 
debitur. Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur maka 
semakin dipercaya untuk memperoleh kredit. Hal ini dengan 
pertimbangan jika usaha debitur mengalami kemunduran atau pasar 
sedang lesu, setidaknya modal yang ada pada usaha debitur masih 




















































     Collateral dapat diartikan sebagai barang jaminan. Pengertian 
collateral ini adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh 
peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. 
Collateral bermanfaat sebagai alat pengaman apabila usaha yang 
dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana 
debitur tidak mampu melunasi kreditnya dari hasil usahanya yang 
normal. Untuk penilaian terhadap collateral dapat ditinjau dari dua 
sudut yaitu sudut ekonomis atau nilai ekonomis barang yang akan 
dijaminkan, serta nilai yuridisnya apakah barang-barang jaminan 
tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai 
barang jaminan. 
e. Condition of Economy 
     Condition of Economy yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, 
ekonomi, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan 
perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu 
tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi 
kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit. Ini 
dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-
kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara atau 
daerah akan berdampak positif atau negatif terhadap perusahaan 


















































     Constraint merupakan suatu batasan-batasan atau hambatan- 
hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan usaha 
di suatu tempat. Bank perlu mempertimbangkan hal ini karena ada 
kemungkinan kredit yang diberikan tidak akan dapat digunakan 
untuk membiayai usaha debitur. 
 
7. Unsur-Unsur Kredit 
     Kredit yang diberikan suatu lembaga kredit didasarkan atas 
kepercayaan pada peminjam. Dengan demikian, dalam kredit terdapat 
unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa  
prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau 
jasa, akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa 
yang akan datang. 
b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian 
prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang 
akan datang. 
c. Degree of risk, yaitu suatu tingkat risiko yang akan dihadapi 
sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara 
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d. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam 
bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa (Suyatno, 
1992:14). 
 
8. Jenis-Jenis Kredit 
     Kredit sesuai kriterianya dapat digolongkan menjadi berikut: 
a. Dari segi lembaga pemberi penerima kredit: 
1) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha dan 
atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah 
ataupun swasta kepada dunia usaha guna membiayai 
permodalan atau untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup 
yang berupa barang atau jasa. 
2) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral 
kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang 
selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan 
perkreditan. 
3) Kredit langsung. Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia 
kepada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. 
b. Dari segi tujuan penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi: 
1) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank 
pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk 
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2) Kredit Produktif 
a) Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk 
membiayai modal tetap dengan jangka waktu 5 tahun atau 
lebih. 
b) Kredit eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk 
pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja dengan 
jangka waktu yang pendek. 
3) Perpaduan antara kredit konsumtif dan kredit produktif ( semi 
konsumtif dan semi produktif) 
c. Dari segi dokumen, kredit ini terdiri dari: 
1) kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber 
pembiayaan bagi usaha ekspor. 
2) kredit impor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber 
pembiayaan bagi usaha impor. 
d. Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha maka jenis 
kredit dikelompokkan menjadi: 
1) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha 
yang digolongkan sebagai pengusaha kecil. 
2) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada 
pengusaha yang asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil. 
3) Kredit besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha 
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e. Dari segi waktunya , kredit dikelompokkan menjadi: 
1) Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu 
maksimum 1 tahun. 
2)  Kredit jangka menengah, yaitu kredit berjangka waktu 1 tahun 
sampai 3 tahun. 
3)  Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih 
dari 3 tahun. 
f. Dari segi jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi: 
1)  Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa 
jaminan dari debitur. 
2) Kredit dengan jaminan, dimana untuk kredit yang diberikan 
pihak kreditur mendapat jaminan bahwa debitur dapat melunasi 
hutangnya (Untung, 2000: 4-7). 
 
9. Jenis-Jenis Jaminan 
     Menurut Muljono (1993: 291-294) secara umum jaminan dapat 
dilihat dari berbagai sudut, antara lain: 
a. Dari pemilik barang jaminan itu sendiri: 
1) Dapat berupa kekayaan dari si debitur yang bersangkutan. 
2) Dapat juga berupa kekayaan pihak ketiga lainnya yang dapat 
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b. Dari status kekayaan dalam suatu perusahaan: 
1) Dapat berupa Aset Lancar (Current Assets) dari perusahaan. 
2) Dapat pula berupa aset tetap (Fixed Assets) suatu perusahaan. 
c. Dari wujud barang jaminan itu sendiri: 
1) Jaminan dalam bentuk tangible asset yaitu barang-barang yang 
ada ujudnya secara fisik. 
2) Jaminan dalam bentuk intangible asset yaitu jaminan kredit 
yang tidak ada ujudnya secara fisik. 
d. Dari fungsinya dalam kegiatan perkreditan yang bersangkutan: 
1) Jaminan utama, yaitu barang-barang yang diperoleh dengan 
kredit yang bersangkutan dan kemudian dijaminkan kepada 
bank kembali. 
2) Jaminan tambahan, yaitu barang-barang jaminan lainnya di luar 
yang dibiayai dengan kredit tersebut dengan maksud sebagai 
alat pengaman terhadap kredit yang ditarik debitur. 
e. Dari jumlah kreditur, jaminan dapat dibedakan sebagai berikut: 
1) Jaminan tunggal, yaitu atas suatu kekayaan hanya ada 
pengikatan jaminan dengan satu bank saja. 
2) Dapat pula jaminan tersebut berupa jaminan gabungan yang 
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f. Dari kestabilan nilai barang jaminan: 
1) Barang yang akan mengalami penurunan nilai rupiahnya dari 
waktu ke waktu. 
2) Barang yang akan mengalami kenaikan nilai rupiahnya dari 
waktu ke waktu yang lain. 
g. Dari penguasaan barang jaminan: 
1) Secara fisik dikuasai oleh bank, dan disimpan dalam gudang 
atau dalam khasanah bank. 
2) Secara fisik dikuasai dan digunakan kembali oleh pihak 
debitur, terutama jaminan utama yang diikat bank dengan cara 
fiducia. 
h. Dari risiko barang jaminan, yaitu: 
1) Kekayaan yang mengandung risiko tinggi, dapat berupa 
kebakaran, hilang, rusak, sehingga bank perlu diasuransikan 
untuk mencegah kerugian. 
2) Kekayaan yang tidak mengandung risiko sehingga tidak perlu 
diasuransikan. 
i. Dari sudut yuridis: 
1) Jaminan kebendaan yaitu jaminan berupa barang yang haknya 
dimiliki penuh oleh debitur, dapat berupa benda bergerak dan 
benda tidak bergerak. 
2) Jaminan bukan kebendaan, yaitu suatu perjanjian dimana pihak 
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menyanggupi pembayaran utang apabila si berutang 
wanprestasi. 
 
10. Kegagalan Kredit 
     Kegagalan kredit yaitu terjadinya kesulitan pengembalian pinjaman 
yang telah diberikan kepada para debitur. Menurut Muljono (1993: 
474-477) penyebab terjadinya kegagalan kredit sebagai berikut: 
a. Self Dealing (Berusaha Untuk Diri Sendiri) 
     Self dealing yaitu adanya keterlibatan para aparat bank di dalam 
kegiatan usaha nasabahnya, karena pejabat bank tersebut 
mempunyai kepentingan pribadi atas pemberian kredit tersebut. 
b. Anxiety For Income (Haus Akan Laba) 
     Keseimbangan antara penawaran dan permintaan modal, 
sehingga penerimaan kredit oleh seseorang dianggap suatu 
keberhasilan akan memperoleh income atau laba. 
c. Compromise of Credit Principles (Kompromi Terhadap Prinsip-
Prinsip Kredit) 
     Pimpinan bank oleh karena berbagai alasan, dapat menyetujui 
pemberian kredit yang mengandung risiko yang tidak layak atau 
dengan syarat-syarat yang tidak dapat dibenarkan yang diketahui 
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d. Non-Existance of Sound Lending Policies (Kegiatan Kebijaksanaan 
Perkreditan yang Kurang Sehat) 
     Ketiadaan perencanaan dan garis-garis petunjuk dalam 
pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan yang sehat dan penetapan 
dasar-dasar realistis dalam pemberian suatu pinjaman. 
e. Incomplate Credit Information (Ketidaklengkapan Informasi 
Kredit) 
     Ketiadaan informasi yang lengkap merupakan salah satu 
penyebab dari kegagalan dalam perkreditan. 
f. Complancency (Menggampangkan) 
     Sifat menggampangkan dalam mengelola nasabah hingga 
menimbulkan keteledoran dan kelalaian dalam analisa kredit, 
dalam pengawasan kredit dan lain-lain. 
g. Lack of Supervising (Tidak Terdapat Pengawasan) 
     Kurangnya pengawasan yang dilakukan bank dapat 
mengakibatkan terjadinya penyimpangan yang pada akhirnya 
mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kredit. 
h. Technical Incompetence (Ketidakmampuan Teknis) 
     Tidak adanya kemampuan teknis dalam mengelola perkreditan 
oleh para pejabat bank yang bersangkutan karena kurangnya 
pengetahuan yang diperlukan hingga menimbulkan kesalahan 
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i. Poor Selection of Risk (Ketidakmampuan Melakukan Seleksi 
Risiko) 
     Ketidakmampuan pejabat bank dalam mengukur besarnya risiko 
yang ada dalam pemberian kredit menyebabkan terjadinya 
kegagalan kredit. 
j. Overlending (Pemberian Kredit yang Melampaui Batas) 
     Kredit yang besarnya melampaui batas kemampuan dari 
peminjam untuk dilunasi atau sebaliknya underfinancing juga akan 
mengakibatkan kesulitan dalam pencapaian target usaha yang 
akhirnya mengakibatkan kegagalan dalam pengembaliannya. 
k. Competition (Persaingan) 
     Persaingan antar bank dalam memperebutkan nasabah, 
khususnya dalam pemberian kredit akan mengurangi kontrol dalam 
pemberian kredit itu sendiri. 
 
11. Prosedur Perkreditan 
     Menurut Suyatno (1992: 69-87) prosedur pemberian kredit dibagi 
menjadi tahapan-tahapan sebagai berikut: 
a. Permohonan Kredit 
     Permohonan fasilitas kredit baru untuk mencakup permohonan 
baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit, permohonan 
tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan 
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permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat 
fasilitas kredit yang sedang berjalan. 
     Berkas-berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari 
surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara 
lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank yang 
secara sebenarnya lengkap diisi oleh nasabah, serta daftar lampiran 
lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setiap surat 
permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register 
khusus yang disediakan. 
b. Penyidikan dan Analisis Kredit 
     Yang dimaksud dengan penyidikan (investasi) kredit adalah 
pekerjaan yang meliputi: 
1) Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur. 
2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan 
kredit yang diajukan. 
3) Pemeriksaan/penyidikan atas kebenaran dan kewajiban 
mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi 
lainnya yang diperoleh. 
4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan 
yang telah dilaksanakan. 
     Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: 
1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala 
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kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu 
permohonan kredit. 
2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi 
penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif 
sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan 
pimpinan dari permohonan kredit nasabah. 
3) Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi 
sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analis dilakukan 
oleh kredit analisis. Pembagian kerja tersebut apabila 
organisasi bagian kredit memungkinkannya. Apabila bank 
tidak mempunyai petugas khusus, penyidikan dan analisis 
dilakukan oleh pejabat tinggi pada bank yang dianggap cakap. 
c. Keputusan Atas Permohonan Kredit 
     Pengertian keputusan kredit adalah setiap tindakan pejabat 
berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa 
menolak, menyetujui, dan atau mengkhususkan permohonan 
fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. 
d. Penolakan Permohonan Kredit 
1) Oleh Bagian Kredit atau Cabang 
     Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-
nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi 
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a) Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara 
tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan 
penolakannya. 
b) Surat penolakan permohonan dibuat minimal dalam 
rangkap tiga, untuk pemohon, arsip direksi, dan arsip 
kantor cabang. 
c) Dalam hal penolakan permohonan baru jika di minta arsip 
permohonan dapat dikembalikan, untuk penolakan 
permohonan perpanjangan berarti jangka waktu kredit tidak 
diperpanjang, dalam hal penolakan tambahan kredit maka 
harus ditegaskan nasabah hanya menikmati limit kredit 
yang telah disetujui semula. 
2) Keputusan Penolakan Direksi: 
     Langkah-langkah yang diambil sama dengan penolakan 
yang diuraikan pada penolakan oleh bagian kredit/cabang 
dengan memperhatikan alasan-alasan penolakannya yang 
disampaikan oleh direksi. 
e. Persetujuan Permohonan Kredit 
     Yang dimaksud persetujuan permohonan kredit adalah 
keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh 
permohonan kredit dari calon debitur. Langkah-langkah yang harus 
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1) Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada 
pemohon. 
2) Pengikatan jaminan. 
3) Penandatanganan perjanjian kredit dan surat askep 
4) Informasi untuk bagian lain. 
5) Pembayaran bea meterai kredit. 
6) Pembayaran provisi kredit. 
7) Asuransi barang jaminan dan asuransi kredit. 
f. Pencairan Fasilitas Kredit 
     Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan 
menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Alat-alat 
pencairan kredit seperti cek, kuitansi, nota pemindahbukuan, dan 
dokumen-dokumen lainnya tersebut akan menjadi alat bukti 
pembukuan. Apabila diperlukan alat bukti tersebut untuk berkas 
perkreditan, maka dapat dibuatkan duplikat atau foto kopinya. 
g. Pelunasan Fasilitas Kredit 
     Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban utang 
nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian 
kredit. Hal-hal yang harus diperhatikan antara lain: 
1) Perhitungan semua kewajiban utang nasabah harus segera 
diselesaikan sampai dengan tanggal pelunasan. 
2) Nasabah diharuskan mengembalikan sisa lembar/blanko cek 
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3) Penyerahan kembali dokumen jaminan kepada nasabah, setelah 
nyata-nyata nasabah menyelesaikan semua kewajibannya. 
Penyerahan dokumen jaminan tersebut harus dengan surat 
tanda terima dan ditandatangani oleh yang berhak. Surat tanda 
terima harus disimpan pada berkas jaminan. 
4) Beri tahukan kepada bagian kas bahwa setelah seluruh jumlah 
utang dilunasi, rekening pinjaman atas nama nasabah yang 
bersangkutan ditutup. 
5) Buatlah surat penegasan pelunasan yang antara lain berisi 
pernyataan terima kasih atas terjalinnya hubungan baik antara 
nasabah dengan bank pada waktu-waktu yang lalu. 
6) Catatlah pelunasan kredit tersebut pada kartu informasi intern 
untuk menjaga agar informasi tetap mutakhir. 
 
12.  Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 
a. Pengertian Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 
     Sistem akuntansi pemberian kredit adalah serangkaian prosedur 
dalam proses pemberian kredit kepada peminjam mulai dari 
prosedur permohonan kredit hingga prosedur pencairan kredit yang 
membentuk suatu sistem yang berurutan serta berkaitan dalam 
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b. Dalam Mengevaluasi Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 
Perusahaan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Unit Organisasi Terkait 
a) Struktur organisasi yang memisahkan masing-masing 
fungsi yang terkait. 
b) Adanya sistem wewenang dan otorisasi dokumen terkait. 
c) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
setiap unit organisasi. 
d) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung 
jawabnya. 
2) Dokumen yang Digunakan 
a) Dokumen harus menggunakan nomor urut tercetak agar 
pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan. 
b) Dokumen harus dibuat rangkap untuk menghindari 
penyelewengan. 
c) Dokumen yang digunakan harus dapat merekam data-data 
dalam kegiatan pemberian kredit. 
3) Catatan Akuntansi yang Digunakan 
a) Catatan akuntansi yang dibuat harus berdasarkan dokumen 
sumber dan dokumen pendukung. 
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4) Jaringan prosedur yang membentuk sistem 
a) Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi harus 
mampu harus membentuk sistem pemberian kredit yang 
sesungguhnya. 
b) Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian 
kredit dapat dilaksanakan sesuai dengan sistem yang ada. 
 
B. Sistem Akuntansi Pemberian Kredit pada PD. BKK Mojosongo 
Boyolali 
1. Fungsi yang terkait 
     Suatu sistem terdiri dari beberapa fungsi yang saling berhubungan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Adapun 
fungsi-fungsi terkait antara lain: 
a. Fungsi Dewan Pengawas 
     Fungsi pengawasan bertanggung jawab untuk mengawasi dan 
melakukan pemeriksaan pemberian kredit secara periodik. 
b. Fungsi Pimpinan/Direktur 
    Fungsi otorisasi bertanggung jawab untuk mengotorisasi semua 
dokumen yang terkait dengan proses pemberian kredit. 
c. Fungsi  kredit 
    Fungsi ini bertugas melayani permohonan pengajuan kredit, 
melakukan survei lapangan, membuat bukti setoran pinjaman dan 
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d. Fungsi Dana 
     Dalam proses pemberian kredit fungsi ini bertanggung jawab 
membuat bukti setoran tabungan wajib sebagai bukti penerimaan 
kas dari tabungan wajib. 
e. Fungsi Kas 
     Fungsi ini bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran 
kas yang berasal dari realisasi kredit maupun dari angsuran kredit 
serta melakukan penyimpanan barang jaminan. 
f. Fungsi pembukuan 
     Fungsi ini bertugas untuk menyelenggarakan pencatatan 
terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. 
 
2. Dokumen yang digunakan 
     Dokumen terkait yang digunakan dalam sistem akuntansi 
pemberian kredit antara lain: 
a. Formulir Permohonan Kredit (FPK) 
     Formulir ini berisi kesanggupan tertulis dan tanda tangan dari 
calon debitur serta jumlah plafon kredit yang diajukan. 
b. Surat Kuasa Menjual (SKM) 
     Dokumen ini digunakan sebagai peralihan kuasa atas hak 
barang yang menjadi jaminan jika debitur tidak dapat melunasi 
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c. Surat Perjanjian Kredit (SPK) 
     Surat perjanjian kredit digunakan sebagai bukti bahwa debitur 
akan menyanggupi pembayaran angsuran pinjaman sesuai dengan 
yang telah ditentukan sebelumnya. 
d. Dokumen Pembahasan Kredit (DPK) 
     Dokumen pembahasan kredit berisi hasil analisa seksi kredit 
berdasarkan survei ke tempat usaha debitur dan penilaian  jaminan. 
Dokumen ini nantinya akan menentukan kredit disetujui atau tidak. 
e. Kartu Tanda Terima Jaminan (KTTJ) 
     Kartu tanda terima jaminan dibuat sebagai tanda bukti bahwa 
jaminan telah diterima dan digunakan pada saat pengambilan 
jaminan setelah kredit dilunasi. 
f. Slip Setoran Tabungan (SST) 
     Slip Setoran Tabungan dibuat rangkap tiga, sebagai bukti 
potongan tabungan wajib sebesar 5% pada saat realisasi kredit. 
g. Slip Pengambilan Tabungan (SPT) 
     Slip Pengambilan Tabungan dibuat rangkap tiga, sebagai bukti 
pengambilan tabungan wajib ketika angsuran kredit telah dilunasi 
sepenuhnya. 
h. Kuitansi (KW) 
     Kuitansi dibuat rangkap dua, berisi rincian jumlah pencairan 
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debitur, sedangkan tembusannya (merah muda) diarsip di bagian 
kasir. 
i. Bukti Penerimaan Umum (SPU) 
     Bukti penerimaan umum dibuat rangkap 2, lembar asli (putih) 
diserahkan kepada debitur, tembusannya (hijau) diarsip di bagian 
pembukuan. Bukti penerimaan umum berisi rincian potongan 
kredit pada saat realisasi. 
j. Bukti Pengeluaran Umum (BPU) 
     Bukti Pengeluaran Umum dibuat rangkap dua. Lembar asli 
(biru) diserahkan kepada debitur, sedangkan tembusannya (hijau) 
diarsip di bagian pembukuan. Bukti pengeluaran umum dibuat 
setelah kredit direalisasi. 
k. Bukti Setoran Pinjaman (SSP) 
     Dibuat rangkap tiga sebagai bukti penerimaan kas ketika debitur 
membayar setoran pinjaman. Lembar ke 1 (biru) diberikan kepada 
debitur, lembar ke 2 (merah muda) diarsip bagian kredit, lembar ke 
3 (kuning) diarsip bagian pembukuan. 
l. Kartu Kitir Pinjaman 
     Kartu Kitir Pinjaman berisi data nasabah, plafon pinjaman, 
jangka waktu serta bunga. Kartu ini bawa nasabah dan diisi 
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m. Kartu Pinjaman 
     Kartu pinjaman berisi biodata debitur, plafon pinjaman, bunga, 
angsuran pokok serta tanggal jatuh tempo. Kartu Pinjaman 
berfungsi untuk mencatat  angsuran pinjaman debitur tiap bulan.  
 
3. Catatan Akuntansi yang Digunakan 
     Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi 
pemberian kredit antara lain: 
a. Jurnal Umum  
     Jurnal ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang 
terjadi di PD. BKK Mojosongo Boyolali, yang pada akhirnya akan 
digunakan sebagai penyusunan laporan keuangan. 
b. Buku Realisasi Kredit 
     Untuk mencatat pemberian kredit kepada debitur, plafon yang 
diambil, angsuran dan tanggal jatuh tempo. 
c. Buku Besar 
     Buku besar yang digunakan di PD. BKK Mojosongo meliputi 
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4. Jaringan Prosedur yang Membentuk Sistem 
     Jaringan prosedur yang membentuk sistem yang digunakan dalam 
pelaksanaan sistem pemberian kredit adalah sebagai berikut: 
a. Persyaratan Permohonan Kredit 
1) Kredit Umum: foto copy identitas diri yang masih berlaku, foto 
copy identitas suami/istri yang masih berlaku, foto copy kartu 
keluarga, jaminan berupa sertifikat tanah atau BPKB (Bukti 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kendaraan. 
2) Kredit Profesi: foto kopi KTP, foto kopi kartu keluarga, surat 
pengangkatan, kartu pegawai, surat kuasa potong gaji dan 
struktur gaji yang disahkan bendahara gaji. 
b. Prosedur Permohonan Kredit 
1) Calon debitur datang mengambil dokumen permohonan kredit 
di bagian kredit. Debitur  mengisi dan melengkapi persyaratan 
yang diperlukan termasuk jaminan. 
2) Setelah semua lengkap dokumen permohonan kredit beserta 
persyaratan dan jaminan diajukan ke bagian kredit. 
3) Bagian kredit mengecek isian dokumen permohonan kredit dan 
persyaratan. Jika belum lengkap berkas dikembalikan ke 
debitur untuk dilengkapi. Setelah lengkap bagian kredit 
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c. Prosedur Persetujuan dan Penolakan Kredit 
1) Bagian kredit mengadakan analisa kredit berdasarkan hasil 
survei lapangan dan taksiran nilai jaminan, kemudian 
menuangkannya ke dalam dokumen pembahasan kredit. 
2) Dokumen pembahasan kredit bersama dokumen permohonan 
kredit diajukan ke pimpinan. 
3) Pimpinan menerima dokumen permohonan kredit dan dokumen 
pembahasan kredit. Selanjutnya pimpinan menganalisa kembali 
dokumen pembahasan kredit. 
4) Pimpinan menyetujui permohonan kredit dan mengotorisasi 
dokumen permohonan kredit dan dokumen pembahasan kredit. 
Selanjutnya dokumen permohonan kredit dan dokumen 
pembahasan kredit dikembalikan ke bagian kredit. 
5) Bagian kredit menerima kembali dokumen permohonan kredit 
dan dokumen pembahasan kredit. Kemudian dokumen 
permohonan kredit dan dokumen pembahasan kredit 
dimintakan otorisasi kepala bagian pemasaran. 
6) Bagian kredit membuat kitir pinjaman dan kartu pinjaman. 
Selanjutnya bagian kredit menyerahkan dokumen permohonan 
kredit dan dokumen pembahasan kredit, kitir pinjaman, kartu 
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d. Prosedur Pencairan/Pembayaran Kredit 
1) Bagian dana menerima dokumen permohonan kredit, dokumen 
pembahasan kredit, kitir pinjaman, kartu pinjaman dan 
jaminan. Bagian dana membuat slip setoran wajib dan 
mengotorisasinya. Selanjutnya bagian dana menginput ke 
komputer dan mencetak buku tabungan wajib.  
2) Kasir menerima dokumen permohonan kredit, dokumen 
pembahasan kredit, kitir pinjaman, kartu pinjaman, slip setoran 
tabungan wajib, buku tabungan wajib, dan jaminan. Kasir 
membuat kartu tanda terima jaminan dan menyimpan jaminan. 
3) Selanjutnya kasir membuat kuitansi rincian pembayaran kredit, 
bukti pengeluaran umum, dan slip penerimaan umum. Bukti 
pengeluaran umum bersama kitir pinjaman dan kartu pinjaman 
dimintakan otorisasi pimpinan. 
4) Setelah bukti pengeluaran umum, kitir pinjaman dan kartu 
pinjaman mendapat otorisasi pimpinan, kasir mencatat 
penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam komputer. 
Kemudian kasir menyiapkan uang sesuai dengan bukti 
penerimaan umum. 
5) Kasir menyerahkan uang bersama kartu tanda terima jaminan, 
buku tabungan wajib, kitir pinjaman, slip setoran tabungan 
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penerimaan umum lembar ke-1, dan kuitansi rincian 
pembayaran kredit lembar pertama. 
6) Kasir mengarsip kuitansi rincian pembayaran kredit lembar ke-
2. Kartu pinjaman bersama dokumen permohonan kredit dan 
dokumen pembahasan kredit diserahkan ke bagian kredit untuk 
diarsip. Slip setoran tabungan wajib lembar ke-3 diserahkan ke 
bagian dana untuk diarsip. Bukti pengeluaran umum lembar  
ke-2, slip penerimaan umum lembar ke-2, dan slip setoran 
tabungan wajib lembar ke-2 diserahkan ke bagian pembukuan. 
7) Bagian pembukuan menerima bukti pengeluaran umum lembar 
ke-2, slip penerimaan umum lembar ke-2 dan slip setoran 
tabungan wajib lembar ke-2. Bagian pembukuan kemudian 
membuat jurnal umum dan mengisi buku besar kas, piutang 
dan pendapatan. 
8) Selanjutnya bagian pembukuan mengarsip bukti pengeluaran 
umum lembar ke-2, slip penerimaan umum lembar ke-2 dan 
slip setoran tabungan wajib lembar ke-3 sesuai print out jurnal 
umum. Selesai.  
e. Prosedur Angsuran/Pelunasan Kredit 
1) Nasabah membawa Kartu Kitir Pinjaman dan diserahkan ke 
bagian kredit. 
2) Bagian kredit kemudian membuat bukti setoran pinjaman 
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3) Bukti setoran pinjaman bersama kitir kredit dibawa nasabah ke 
bagian kasir. 
4) Nasabah menyerahkan uang, kitir pinjaman, dan bukti setoran 
pinjaman ke kasir 
5) Kasir menerima uang kemudian mencatat dalam komputer. 
Selanjutnya kasir mengotorisasi bukti setoran pinjaman dan 
mengisi kartu kitir pinjaman. 
6) Kartu kitir pinjaman dan bukti setoran pinjaman asli di berikan 
kepada nasabah, lembar ke-2 diberikan ke bagian kredit, 
lembar ke-3 diberikan kebagian pembukuan. 
7) Bagian kredit menerima lembar ke-2 bukti setoran pinjaman, 
kemudian mengisi kartu pinjaman. Setelah selesai bukti setoran 
pinjaman lembar ke-2 diarsip. 
8) Bagian pembukuan menerima lembar ke-3 bukti setoran 
pinjaman kemudian membuat jurnal umum. Setelah selesai 
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Nasabah     Bagian Kredit  
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                                    Bagian Dana 
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 Gambar II. 7 Prosedur Pencairan/Pembayaran Kredit (2) 
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 Gambar II. 8  Prosedur Pencairan/Pembayaran Kredit (3) 
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                              Gambar II. 9 Prosedur Pencairan/Pembayaran Kredit (4) 
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                Gambar II. 11 Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit (2) 
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               Gambar II. 12  Prosedur Pembayaran Angsuran Kredit (3) 
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C. Evaluasi Sistem 
Pemberian Kredit pada PD. BKK Mojosongo Boyolali 
1. Fungsi yang Terkait 
     Dalam sistem pemberian kredit pada PD. BKK Mojosongo Boyolali 
sudah terdapat pemisahan fungsi yang cukup tegas sesuai dengan 
struktur organisasi yang ada. Pemisahan fungsi tersebut antara lain 
fungsi operasional kredit yang bertanggung jawab melayani 
permohonan kredit dan membuat dokumen pembahasan kredit 
berdasarkan hasil survei dan analisa calon debitur yang dilakukan oleh 
bagian kredit, fungsi penyimpanan dan arus kas yang bertanggung 
jawab untuk melakukan penyimpanan barang jaminan serta arus kas 
yang dilakukan oleh bagian kasir, dan fungsi akuntansi yang 
bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pencatatan yang timbul 
dari transaksi pemberian dan pelunasan kredit.  
     Dengan adanya pemisahan fungsi antar bagian tersebut dapat 
mencegah terjadinya tindakkan penyelewengan. Hal ini akan 
menimbulkan internal chek, dimana pekerjaan bagian yang satu akan 
diperiksa oleh bagian lainnya. 
 
2. Dokumen yang Digunakan 
     Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem pemberian kredit 
PD. BKK Mojosongo Boyolali sudah memadai. Dokumen yang ada 
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pelunasan kredit. Sebagian besar dokumen yang digunakan sudah 
bernomor urut tercetak dan memanfaatkan tembusan/copy dokumen. 
Dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dikarenakan masih 
ada juga dokumen yang belum menggunakan nomor urut tercetak 
seperti slip setoran tabungan dan slip pengambilan tabungan serta 
kuitansi rincian pembayaran kredit. Bahkan untuk kuitansi rincian 
pembayaran kredit tidak diotorisasi bagian yang berwenang. Dokumen 
perjanjian kredit juga hanya dibuat satu buah. Dalam pelaksanaannya 
pun dokumen perjanjian kredit sering kali langsung dimintakan tanda 
tangan dari debitur tanpa dibacakan dahulu isinya. Seharusnya untuk 
dokumen perjanjian kredit dibuat rangkap dua untuk perusahaan dan 
debitur, sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya. 
 
3. Catatan Akuntansi yang 
Digunakan 
     Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi sudah 
baik, dengan adanya jurnal umum, buku besar, buku realisasi kredit, 
dan kartu pinjaman yang berfungsi sebagai buku besar pembantu 





















































4. Jaringan Prosedur yang 
Membentuk Sistem 
     Jaringan prosedur yang membentuk sistem pemberian kredit sudah 
baik. Jaringan yang membentuk sistem pemberian kredit sendiri terdiri 
dari beberapa prosedur yaitu: prosedur permohonan kredit, prosedur 
analisis kredit, prosedur pencairan kredit dan prosedur pelunasan 
kredit. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan karena 
terbatasnya jumlah sumber daya manusia, sehingga terjadi 
perangkapan fungsi dan tanggung jawab. Contohnya seksi kredit 
bertugas melayani permohonan kredit dan melakukan survei serta 
analisis kredit yang menghasilkan dokumen pembahasan kredit. 
 
5. Evaluasi Terhadap Sistem 
Pengendalian Intern 
a. Struktur Organisasi yang 
Memisahkan  Tanggung Jawab Fungsional Secara Tegas.  
     Struktur organisasi merupakan rerangka pembagian tanggung 
jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk 
melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Untuk 
melaksanakan kegiatan utama PD. BKK Mojosongo Boyolali 
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1) Pemisahan fungsi kas terhadap 
fungsi kredit. 
2) Pemisahan fungsi pembukuan 
terhadap fungsi kas. 
     Dengan adanya penerapan pemisahan fungsi tersebut, telah 
menunjukkan adanya penerapan unsur sistem pengendalian intern 
yang baik. 
b. Sistem Wewenang dan 
Prosedur Pencatatan yang memberikan Perlindungan yang Cukup 
Terhadap Kekayaan, Utang, Pendapatan dan Biaya.  
     Dalam upaya untuk menjaga kekayaan perusahaan, setiap 
dokumen yang digunakan untuk transaksi pemberian kredit dan 
angsuran kredit di PD. BKK Mojosongo Boyolali harus mendapat 
otorisasi dari pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. 
Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin dihasilkannya 
dokumen pembukuan yang dapat dipercaya, sehingga akan menjadi 
masukan yang handal bagi proses akuntansi. 
c. Praktik yang Sehat dalam 
Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi. 
     Praktik yang sehat ditinjau dari dokumen yang digunakan, maka 
dapat dikatakan belum memenuhi syarat sistem pengendalian 













































commit to user 
71 
 
urut tercetak yaitu Slip Setoran Tabungan, Slip Pengambilan 
Tabungan dan Kuitansi Rincian Pembayaran Kredit. 
     Selain itu, sudah adanya pemeriksaan mendadak yang dilakukan 
oleh Dewan Pengawas untuk pemeriksaan kegiatan pokok 
perusahaan. Secara periodik juga telah dilakukan pencocokan 
catatan antara bagian kredit dengan bagian pembukuan untuk 
mencocokkan jumlah pemberian kredit. Perusahaan juga sudah 
memberikan cuti wajib bagi karyawan dengan harapan karyawan 
yang menggantikan dapat memeriksa dan mengecek pelaksanaan 
tanggung jawab karyawan yang cuti tersebut. 
d. Karyawan yang Mutunya 
Sesuai dengan Tanggung Jawabnya. 
     Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi 
tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan 
efektif dan efisien, meskipun sedikit unsur sistem pengendalian 
intern yang mendukungnya. Sebagian besar pejabat yang ada di 
PD. BKK Mojosongo telah memiliki latar belakang pendidikan 
yang sesuai dengan jabatan dan tanggung jawab yang diberikan. 
Selain itu, secara periodik perusahaan telah mengadakan training  

























































     Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sistem pengendalian intern pemberian 
kredit pada PD. BKK Mojosongo Boyolali, penulis menemukan beberapa temuan 
kelebihan dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemberian kredit di 
PD. BKK Mojosongo. Adapun temuan kelebihan dan kelemahan dari sistem 
pengendalian intern pemberian kredit pada PD. BKK Mojosongo Boyolali adalah 
sebagai berikut: 
A. KELEBIHAN 
     Sistem akuntansi pemberian kredit di PD. BKK Mojosongo Boyolali 
memiliki beberapa temuan kelebihan sebagai berikut: 
1. Di PD. BKK Mojosongo sudah terdapat pemisahan fungsi dalam proses 
pemberian kredit yaitu fungsi operasional kredit yang dilaksanakan oleh 
bagian kredit, fungsi otorisasi yang dilaksanakan oleh direktur, fungsi 
penyimpanan yang dilaksanakan oleh bagian kasir, dan fungsi pencatatan 
yang dilaksanakan oleh bagian pembukuan. Pemisahan fungsi tersebut akan 
menimbulkan dampak positif bagi perusahaan yaitu menimbulkan internal 
chek atau pekerjaan bagian yang satu akan di cek ketelitian dan 




















































2. Sudah digunakannya dokumen bernomor urut tercetak serta pemanfaatan 
tembusan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas seperti Slip 
Penerimaan Umum, Bukti Pengeluaran Umum, dan Bukti Setoran 
Pinjaman dalam transaksi pemberian kredit. Selain itu, otorisasi yang 
digunakan dalam dokumen sudah berlapis. Keuntungan dari penggunaan 
dokumen bernomor urut tercetak antara lain menjamin semua transaksi 
yang terjadi telah dicatat oleh bagian pembukuan sesuai dengan nomor urut 
dokumen sehingga pemakaiannya harus dapat dipertanggungjawabkan serta 
mempermudah pencarian dokumen yang sudah diarsip ketika diperlukan 
kembali. 
3. Pencatatan transaksi dalam setiap tahapan/prosedur pemberian kredit 
dilakukan oleh beberapa bagian yaitu bagian kredit, bagian kasir, dan 
bagian pembukuan. Pencatatan transaksi kredit oleh beberapa bagian ini 
akan memudahkan perusahaan dalam melakukan rekonsiliasi kekayaan 
secara periodik yaitu pencocokan  antara catatan realisasi kredit di bagian 
kredit dengan catatan rekapitulasi kas di bagian kas dan catatan buku besar 
piutang di bagian pembukuan. 
4. Dewan Pengawas baik tingkat provinsi dan kabupaten melaksanakan 
pemeriksaan mendadak (surprised audit) berupa pemeriksaan terhadap 
kepatuhan karyawan terhadap prosedur operasional yang telah ditetapkan 
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teratur. Pemeriksaan mendadak ini akan mendorong karyawan untuk 
mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. 
5. Perusahaan sudah memberikan cuti wajib bagi karyawan  terutama di 
bagian kredit dan kasir. Dengan adanya cuti wajib ini akan mengurangi 
adanya penyelewengan, karena dengan adanya cuti wajib secara otomatis 
akan terjadi perputaran jabatan sehingga karyawan yang menggantikan 
dapat mengungkap adanya penyelewengan pada bagian tertentu. 
 
B. KELEMAHAN 
     Berdasarkan hasil evaluasi sistem pemberian kredit PD. BKK Mojosongo 
Boyolali, penulis menemukan beberapa temuan kelemahan dalam sistem 
tersebut. Temuan kelemahan tersebut sebagai berikut: 
1. Masih ada perangkapan fungsi, yaitu fungsi pelayanan kredit, fungsi 
analisa kredit dan fungsi penagihan kredit. Fungsi penagihan seharusnya 
dijalankan oleh orang yang berbeda atau terpisah dengan yang menjalankan 
fungsi pelayanan dan fungsi analisa kredit. Namun karena terbatasnya 
sumber daya manusia, fungsi tersebut dipegang oleh satu orang. Hal ini 
dapat menimbulkan praktik yang tidak sehat dalam proses pemberian kredit 
karena dapat menimbulkan resiko kredit fiktif dengan cara melakukan 















































commit to user 
75 
 
2. Seksi kredit dalam menganalisa kredit untuk karyawan/pegawai hanya 
memperhatikan jumlah gaji kotor, tanpa melihat potongan pada rincian 
daftar gaji. Hal ini akan berakibat buruk karena menimbulkan potensi 
keterlambatan dalam membayar cicilan pinjaman, sehingga dapat 
menggangu operasional BKK karena dana yang akan disalurkan untuk 


























































     Setelah penulis mengadakan evaluasi sistem pemberian Kredit pada PD. 
BKK Mojosongo Boyolali, maka penulis menyimpulkan bahwa sistem 
pemberian kredit pada PD. BKK Mojosongo Boyolali telah berjalan dengan 
baik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan yaitu prosedur 
permohonan kredit, prosedur persetujuan/penolakan kredit, prosedur 
pencairan/ pembayaran kredit dan prosedur angsuran kredit. Selain itu, Sistem 
Pengendalian Intern pada PD. BKK Mojosongo juga sudah berjalan dengan 
baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan unsur-unsur Sistem Pengendalian 
Intern berikut ini: 
1. Sudah adanya pemisahan fungsi berdasarkan struktur organisasi yang 
sudah ada, yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Hal 
ini dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit yang melibatkan beberapa 
bagian dalam perusahaan. 
2. Sudah digunakannya dokumen bernomor urut tercetak serta penggunaan 
tembusan pada dokumen. Dokumen juga telah diotorisasi oleh pejabat 


















































3. Adanya pemeriksaan mendadak oleh dewan pengawas tingkat provinsi 
maupun kabupaten. Hal ini akan mendorong karyawan 
untukmelaksanakan tugasnya sesuai dengan  prosedur yang telah 
diterapkan perusahaan. 
4. Perusahaan juga sudah mewajibkan pengambilan cuti bagi karyawan. 
Pengambilan cuti wajib bagi karyawan akan menciptakan praktik yang 
sehat dalam pengendalian intern perusahaan. 
     Namun, dalam pelaksanaannya masih tetap ada kredit yang bermasalah, 
baik kredit umum maupun kredit profesi. Perusahaan biasanya mengambil 
kebijakan dengan melakukan teguran lisan, maupun tertulis, penagihan 
langsung ke rumah debitur hingga penjualan barang jaminan. 
 
B. REKOMENDASI 
     Berdasarkan kelemahan pada sistem pemberian kredit pada PD. BKK 
Mojosongo Boyolali, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat 
dijadikan pertimbangan bagi perusahaan di masa yang akan datang antara 
lain: 
1. Sebaiknya Perusahaan melakukan pemisahan fungsi antara fungsi 
pelayanan kredit dan analisa kredit dengan fungsi penagihan kredit untuk 













































commit to user 
 
2. Surat perjanjian kredit lebih baik dibuat rangkap 2, untuk debitur dan 
perusahaan. Dengan demikian baik debitur dan perusahaan dapat 
mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. 
3. Dalam proses menganalisis kredit profesi untuk karyawan atau pegawai, 
seksi kredit harus lebih hati-hati lagi dalam memperhatikan potongan gaji 
yang ada, sehingga mencegah terjadinya kredit bermasalah karena gaji 
bersih yang ada tidak cukup untuk membayar angsuran pinjaman. 
 
